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ABSTRAK

ANALISIS KESEDIAAN MEMBAYAR (WTP) DARI RUMAH TANGGA
NON-PDAM UNTUK KEBERLANJUTAN JASA LINGKUNGAN AIR DI

TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN

Oleh

Sandri Arianto

Kesediaan membayar (WTP) dari masyarakat pemanfaat jasa lingkungan air

sangat dibutuhkan untuk melakukan upaya konservasi di daerah resapan air.

Upaya ini dilakukan agar produk jasa lingkungan air dari DAS Way Betung tetap

terjaga untuk masa yang akan datang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui

nilai WTP dari rumah tangga pemanfaatan air non-PDAM dan faktor-faktor yang

mempengaruhi nilai WTP tersebut. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus

tahun 2017 dengan jumlah responden sebanyak 43 orang. Teknik pengambilan

sampel dengan menggunakan purposive sampling dan proportionate stratified

random sampling. Metode analisis data yang digunakan yaitu dengan contingen

valuation methode dan analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukan

bahwa nilai rerata WTP dari responden adalah Rp. 22.766,00/bulan/KK dan nilai

total WTP sebesar Rp. 34.276.160,00/bulan atau  Rp. 411.313.920,00/tahun.

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai WTP adalah pekerjaan sebagai petani,
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Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pedagang dengan masing-masing koefisien -

6660, -68925, dan -7486. Selain itu, kualitas air kotor, biasa dan baik juga

mempengaruhi nilai WTP dengan masing-masing koefisien +72239, +18245 dan

+14190. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan program pembayaran jasa

lingkungan di Tahura WAR segera diimplementasikan untuk menjaga kesediaan

air tetap ada.

Kata kunci: jasa lingkungan air, rumah tangga non-PDAM, willingness to pay.
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ABSTRACT

ANALYSIS OF WILLINGNESS TO PAY FROM HOUSEHOLD NON-
PDAM FOR SUSTAINABILITY OF WATER ENVIRONMENTAL

SERVICE IN WAN ABDUL RACHMAN FOREST PARK

By

Sandri Arianto

Willingness to pay (WTP) from community user water environmental service

required for conservation effort in catchment area. The conservation effort needed

for protected availability of water environmental service product from Way

Betung watershed. The research aims to know WTP value from users water non-

PDAM and factors influence it. The research had conducted on August 2017 and

number of respondent about 43. The decision sample technic was purposive

sampling and proportionate stratified random sampling. The method that used in

this research was contingen value method and multiple linier analysis. The result

showed average of WTP value about Rp. 22.766,00/month/household and total

number of WTP value about Rp. 34.276.160,00/month or Rp.

411.313.920,00/year. Factors that affected of WTP value were occupation as

farmers, civil servants and traders, with each coefficient of -6660, - 68925, and -

7486. In addition, the quality of water (dirty, clear and very clear) also affected
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WTP value with each coefficient +72239, +18245 and +14190. Based on the

results of the study, it was recommended that the payment of environmental

service program in Tahura WAR should be implemented soon, to keep the water

avability.

Keyword: household non-PDAM, water environmental service, willingness to
pay.
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Air merupakan salah satu kebutuhan esensial bagi manusia untuk kehidupan 

sehari-hari, mulai dari untuk makanan, minum, mencuci, mandi, pertanian, 

industri, transportasi, bahkan energi.  Kebutuhan tersebut menunjukan bahwa 

manusia tidak bisa hidup tanpa air.  Berkaitan dengan ini, menuntut ketersediaan 

air harus tetap berkelanjutan sehingga perlu adanya penjagaan sumber air, tidak 

terkecuali bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.  Salah satu sumber air di Kota 

Bandar Lampung yaitu DAS Way Betung yang mengalir dari Gunung Betung, 

yang merupakan bagian dari Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura 

WAR) Provinsi Lampung (Yuwono, 2011). 

 

Menurut UPTD Tahura WAR (2017), Tahura WAR memiliki luas 22.249,31 ha 

dengan potensi sumber daya alam yang dimilikinya berupa keanekaragaman 

tumbuhan (flora) dan satwa (fauna), obyek wisata alam, perbukitan dan 

pegunungan serta sungai dan anak sungai.  Kawasan ini merupakan kawasan hulu 

yang berfungsi sebagai catchment area (daerah resapan) air  yang dapat 

mengontrol ataupun mengatur aliran air sungai dan mata air ke sekitar kawasan, 

sehingga memiliki peranan penting dalam perlindungan sistem tata air yang dapat 

digunakan masyarakat sekitar.   
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Menurut Mubarok dkk. (2015) dan Wulandari dkk. (2016), adanya perubahan 

penggunaan lahan hutan di Tahura WAR menjadi penggunaan lain (pertanian, 

kebun campuran, semak dan permukiman) yang disebabkan oleh tekanan 

penduduk terhadap lahan, perambahan hutan, dan kegiatan hutan kemasyarakatan 

(HKm).  Menurut Handoko dan Darmawan (2015), tutupan lahan hutan di Tahura 

WAR mengalami perubahan menjadi tutupan agroforestri dan semak pada periode 

tahun 2000-2014.  Hubungan antara penggunaan lahan dan aliran air ke daerah 

hilir memiliki arti yang sangat penting karena permintaan air bagi produksi 

pertanian, industri dan kebutuhan domestik terus meningkat, sementara suplai air 

tetap (Farida dkk., 2005).  Aliran air ke hilir dari Tahura WAR dapat 

keberlanjutan dengan adanya upaya konservasi, salah satunya dengan pengelolaan 

jasa lingkungan.    

 

Menurut Suyanto dan Khususiyah (2006), pengelolaan jasa lingkungan 

diharapkan akan meningkatkan posisi kawasan hutan sebagai penyedia sumber air 

dan mengurangi kemiskinan masyarakat hulu dengan pemerataan pendapatan, 

oleh karena itu harus ada kontribusi dari pengguna jasa kepada penyedia jasa.  

Pengguna jasa air dari Tahura WAR salah satunya adalah masyarakat yang ada di 

bagian hulu, berupa penggunaan air untuk kepentingan rumah tangga (Yuwono, 

2011).  Pemanfaat air rumah tangga sangat tergantung terhadap suplai air dari 

DAS Way Betung.  Umumnya, rumah tangga di Kota Bandar Lampung yang 

memakai jasa PDAM sangat menyadari bahwa air yang masyarakat gunakan 

memiliki tarif per kubiknya, sehingga masyarakat memiliki kesadaran dalam 

pemakaian air.  Selain itu, masyarakat yang tidak menggunakan PDAM,   
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belum memiliki tarif dalam pemakaian air, sehingga pemakaian belum 

memperhatikan jumlah air yang terbuang.  

 

Kelurahan Batu Putuk merupakan daerah yang berada di sekitar kawasan Tahura 

WAR atau masuk dalam wilayah daerah hulu DAS Way Betung, dan merupakan 

salah satu pemanfaat atau pengguna (Buyer) dari jasa lingkungan air yang 

dihasilkan dari Tahura WAR.  Pemanfaat air harus memiliki kontribusi untuk 

menjaga air tetap tersedia.  Permasalahan sampai saat ini adalah belum ada 

kontribusi dana rehabilitasi hutan dan lahan dari pemanfaat air DAS Way  Betung 

(Yuwono, 2011).   Berangkat dari masalah diatas, maka penting adanya penelitian 

mengenai analisis kesediaan membayar dari masyarakat yang memanfaatkan air 

yang mengalir dari Tahura WAR.  Pembayaran tersebut untuk tujuan pemerataan 

pendapatan bagi masyarakat hulu yang melakukan upaya konservasi dalam 

mengelola lahan di Tahura WAR, agar Tahura WAR dapat terjaga dan berfungsi 

dengan baik untuk kehidupan masyarakat sekitar Tahura WAR khususnya kota 

Bandar Lampung.   

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

 

Pengelolaan Jasa Lingkungan (PJL) merupakan suatu konsep instrumen ekonomi   

yang dapat mendorong upaya konservasi di Tahura WAR.  Masyarakat pengguna 

jasa dapat membayar untuk dana rehabilitasi kepada penyedia jasa yang 

melakukan pengelolaan di daerah tangkapan air (catchment area).  Instrumen 

tersebut dengan mengetahui nilai WTP dari masyarakat pemanfaat air  
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dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhinya sebagai dasar perencanaan 

pengembangan jasa lingkungan air di Taman Hutan Raya WAR. 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dari penelitian tentang WTP di Kelurahan Batu Putuk Kecamatan Teluk 

Betung Barat Kota Bandar Lampung yaitu. 

1. Menetapkan nilai kesediaan membayar (WTP) masyarakat kota Bandar 

Lampung  pada Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) air di Taman Hutan Raya 

WAR. 

2. Menentukan kontribusi faktor-faktor yang mempengaruhi nilai WTP pada 

Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) air di Taman Hutan Raya WAR. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi stakeholder terkait. 

Manfaat penelitian ini adalah. 

1. Bahan pertimbangan terkait penerapan kebijakan mengenai pembayaran jasa 

lingkungan air bagi Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung. 

2. Mendorong masyarakat untuk melakukan upaya konservasi. 

3. Rujukan penelitian selanjutnya tentang program pengelolaan  jasa lingkungan 

(PJL) bagi peneliti atau mahasiswa. 
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1.5 Kerangka Pemikiran  

 

 

Tahura WAR merupakan kawasan yang mempunyai peranan penting untuk 

penyangga kehidupan khususnya untuk masyarakat kota Bandar Lampung.  Hal 

ini karena Tahura WAR sebagai catchment area yang mengalirkan air melalui 

sungai-sungai ke setiap sekitar kawasan, salah satunya yaitu DAS Way Betung.  

Sumber air ini sangat banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar kawasan, 

salah satunya yaitu masyarakat kelurahan Batu Putuk.  Selain masyarakat, DAS 

juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak sektor swasta ataupun perusahaan, baik 

perusahaan air maupun wisata alam.  Penelitian ini, sektor swasta dan perusahan 

tidak diteliti karena tujuan peneliti hanya pada rumah tangga pengguna air non-

PDAM.  Pemanfaatan ini membuat keadaan DAS Way Betung sudah mulai rusak 

dengan adanya aktivitas manusia dan penggunaan air yang berlebihan sehingga 

ketersediaan air di DAS Way Betung menurun kualitas maupun kuantitasnya.  

Menurut Wulandari dkk. (2016), kondisi DAS Way Betung mulai 

memprihatinkan karena fluktuasi debit maximum/ minimum DAS Way Betung 

lebih besar 30 %.  

 

Penurunan kuantitas dari DAS Way Betung seharusnya ada tindakan konservasi 

yang dilakukan (Mubarok, 2014).  Tindakan tersebut untuk menjaga sumber air 

DAS Way Betung tetap berkelanjutan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 

sekitar.  Salah satu pendekatan untuk mendorong masyarakat melakukan tindakan 

konservasi tersebut dengan adanya program pembayaran jasa lingkungan (PJL) 

dari pengguna jasa kepada penyedia jasa. 
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Pembayaran jasa lingkungan merupakan salah satu instrumen ekonomi sebagai 

bagian dari instrumen pengelolaan lingkungan di Indonesia (UU Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).  Perhitungan nilai ekonomi dari 

jasa lingkungan yang ditentukan dengan pendekatan dari keinginan membayar 

(WTP) dari pemanfaat jasa lingkungan yang akan diteliti dan keinginan menerima 

(WTA) dari pengelola atau penyedia (tidak diteliti), sehingga menghasilkan suatu 

harga yang sesuai antara kedua belah pihak (Danish International Development 

Agency, 2011).  Penelitian ini yang akan diteliti adalah  nilai WTP dari pemanfaat 

jasa lingkungan, agar perubahan lahan hutan menjadi penggunaan lain dapat 

dikurangi.  

 

Metode yang digunakan untuk mengetahui nilai WTP yaitu menggunakan daftar 

pertanyaan terhadap responden yang ada di permukiman kelurahan Batu Putuk 

yang menggunakan air (non-PDAM ) Way Betung di Kota Bandar Lampung.  

Hasil dari daftar pertanyaan tersebut untuk menghitung nilai rataan WTP PJL air 

dan total nilai WTP PJL air.  Selain itu, untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai WTP dengan analisis regresi berganda diolah dengan 

program software Minitab 17.  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

salah satu pertimbangan untuk penerapan atau pengembangan program 

pembayaran jasa lingkungan air di kawasan Tahura WAR. Kerangka penelitian ini 

dapat dilihat pada Gambar 1. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Daerah Aliran Sungai (DAS) 

 

 

2.1.1 DAS Way Betung 

 

 

Menurut Yuwono (2011), DAS Way Betung memiliki luas 5.260 ha, seluas 

2.710,0 ha (51 %) berada di dalam kawasan Tahura WAR dan seluas 2.550,0 ha 

(49 %) berada dalam kawasan budidaya atau areal penggunaan lain.  Peta dari 

DAS Way Betung dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

 
 

 

Gambar 2. Peta DAS Way Betung, Lampung, Indonesia. 

 (Sumber : Yuwono, 2011) 
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Menurut Yuwono (2011) kondisi DAS Way Betung saat ini mulai 

memprihatinkan, hal ini ditandai dengan menurunnya debit rata-rata minimum 

dari 1,1 m
3
/detik di tahun 1997 menjadi 0,9 m

3
/ detik di tahun 2002.  Hal ini 

menyebabkan sungai di DAS Way Betung pada musim kemarau mengalami 

kekeringan dan pada musim hujan berpotensi menimbulkan banjir. 

 

Bagian hulu DAS Way Betung merupakan kawasan konservasi, yaitu bagian dari 

Tahura WAR. Tahura WAR ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Kehutanan No.408/KPTS-II/93 tanggal 10 Agustus 1993, 

yang berisi tentang perubahan fungsi dan penunjukan kawasan hutan lindung 

Gunung Betung (Register 19) seluas 22.244 ha menjadi Tahura, sebanyak 43 % 

kawasan Tahura WAR telah mengalami kerusakan (UPTD Tahura WAR, 2009).  

 

Terdapat perubahan penggunaan lahan hutan menjadi lahan pertanian, kebun 

campuran, pertanian lahan kering, semak belukar dan permukiman di hulu DAS 

Way Betung.  Penyebab perubahan penggunaan lahan tersebut antara lain adanya 

kegiatan perambahan hutan (ilegal) dan kegiatan HKm (legal).  Kegiatan 

pertanian di kawasan hulu DAS pada umumnya tidak menerapkan teknologi 

konservasi tanah dan air (agroteknologi) yang memadai, sehingga mempengaruhi 

kondisi biofisik DAS Way Betung.  Selain itu, perubahan penutupan lahan diduga 

menyebabkan peningkatan koefisien aliran permukaan yang pada gilirannya 

menyebabkan penurunan kualitas fungsi hidrologi DAS Way Betung.  

 

Berdasarkan hasil penelitian Lubis (2011), kondisi vegetasi DAS Way Betung 

dapat dikatakan buruk, karena mengalami penurunan luasan lahan hutan di Tahura 

WAR. Luasan lahan hutan pada tahun 1999 seluas 515,97 ha (9,44%)  
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menjadi seluas 382,95 ha (6,94%) pada tahun 2006.  Luasan kebun campuran 

pada tahun 1999 seluas 3197,43 ha (58,51%) menjadi seluas 2766,15 ha 

(50,12%).  Luasan semak belukar pada tahun 1999 seluas 539,51 ha (9,88%) 

meningkat menjadi seluas 1066,77 ha (19,33%). 

 

Terjadi kekurangan pasokan air bersih untuk Kota Bandar Lampung terutama 

pada musim kemarau.  Hal ini disebabkan adanya perubahan penggunaan lahan 

dari hutan menjadi kebun campuran, pertanian lahan kering, semak belukar dan 

permukiman di kawasan hulu DAS Way Betung.  Perubahan penggunaan lahan 

tersebut menyebabkan penurunan kapasitas infiltrasi dan peningkatkan aliran 

permukaan.  Akibat selanjutnya akan menurunkan debit rata-rata minimum sungai 

Way Betung, yang pada gilirannya menurunkan pasokan air baku bagi masyarakat 

Kota Bandar Lampung.  

 

Sumberdaya air DAS Way Betung yang dimanfaatkan secara ekonomi oleh 

PDAM, Wisata, AMDK, rumah tangga hulu dan pertanian padi sawah.  

Pemanfaatan tersebut, sampai saat ini belum memberikan kontribusi (Cost 

Sharing) yang memadai untuk  kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, disebabkan 

belum ada acuan/referensi dana kontribusi untuk rehabilitasi hutan dan lahan dari 

pengguna air DAS Way Betung.  Acuan /referensi tersebut dapat diketahui dari 

pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan jasa lingkungan air yang ada di 

Lampung ataupun Indonesia. 
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2.1.2 Pengertian dan Fungsi DAS 

 

 

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu megasistem kompleks yang 

meliputi sistem fisik, sistem biologis, dan sistem manusia yang saling berinteraksi 

dan berhubungan membentuk satu kesatuan ekosistem.  Daerah Aliran Sungai 

dipandang sebagai sumber daya alam dengan ragam pemilikan baik (private, 

common, state property) dan berfungsi sebagai penghasil barang dan jasa bagi 

masyarakat sehingga menyebabkan interdependensi antar pihak, individu, dan 

kelompok (Wulandari, 2007).  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 121 

Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, daerah aliran sungai adalah 

suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-

anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air 

yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di 

darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah 

perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Daerah Aliran Sungai, Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang 

merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi 

menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke 

danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis 

dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas 

daratan.  Daerah Aliran Sungai bukan hanya merupakan badan sungai, tetapi satu 

kesatuan seluruh ekosistem yang ada didalam pemisah topografis.  Pemisah 

topografis di darat berupa daerah yang paling tinggi biasanya punggung bukit 
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yang merupakan batas antara satu DAS dengan DAS lainnya.  Menurut Banuwa 

dkk. (2012), menyatakan bahwa DAS adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh 

topografi secara alami, sehingga setiap air yang jatuh dalam daerah tersebut akan 

mengalir melalui satu titik pengukuran yang sama.  Pengertian-pengertian diatas, 

menunjukan bahwa pentingnya fungsi DAS, oleh karena itu penting adanya 

pengelolaan sungai yang baik agar air tetap tersedia. 

 

 

2.1.3 Sumber Daya Air dan Pengelolaan DAS 

 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan 

Sumber Daya Air, sumber daya air adalah air, sumber air dan daya air yang 

terkandung didalamnya.  Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun 

dibawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah, air hujan dan air 

laut yang ada di darat.  Salah satu sumber air adalah Daerah aliran sungai (DAS), 

sehingga dalam Pengelolaan sumber daya air tidak terlepas dari pengelolaan DAS, 

dengan demikian strategi pengelolaan DAS yang baik akan menghasilkan 

sumberdaya air yang baik pula (Yuwono dkk., 2011).  

 

Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik 

antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, 

agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya 

kemanfaatan alam bagi manusia secara berkelanjutan (Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai).  Pengelolaan 

DAS meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta 

pembinaan dan pengawasan yang diselenggarakan secara terkoordinasi  
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dengan melibatkan instansi terkait pada lintas wilayah administrasi dan peran 

andil masyarakat.  

 

Pengelolaan DAS wajib dijalankan berdasarkan prinsip kelestarian yang 

memadukan keseimbangan antara produktivitas dan konservasi untuk mencapai 

tujuan-tujuan pengelolaan DAS yaitu meningkatkan stabilitas tata air, 

meningkatkan stabilitas tanah, termasuk mengendalikan proses degradasi lahan, 

meningkatkan pendapatan petani, dan meningkatkan perilaku masyarakat ke arah 

kegiatan konservasi yang mengendalikan aliran permukaan dan banjir (Wulandari, 

2007).  Mengatur hubungan timbal balik tersebut dibutuhkan suatu tindakan dari 

manusia agar dapat menjaga ketersediaan sumber air yang terdapat dari suatu sub 

DAS.  Pengelolaan suatu DAS dikatakan berhasil apabila terpenuhi beberapa hal 

berikut yaitu tercapainya kondisi hidrologis yang optimal, meningkatnya 

produktivitas lahan yang diikuti oleh perbaikan kesejahteraan masyarakat, 

terbentuknya kelembagaan masyarakat yang muncul dari bawah sesuai dengan 

sosial budaya masyarakat setempat dan terwujudnya pembangunan yang 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan. 

 

Pengelolaan DAS, harus memiliki pandangan bahwa DAS merupakan satu 

kesatuan antara wilayah hulu dan hilir. Bagian hulu DAS merupakan daerah 

tangkapan dan pengisian air dan merupakan sumber air bagi daerah hilirnya, maka 

perhatian yang lebih serius terhadap wilayah hulu sangat diperlukan.  Penutupan 

lahan di bagian hulu DAS umumnya berupa kawasan hutan, sehingga apabila 

hutan rusak maka fungsi hidrologis DAS juga akan mengalami kerusakan.  

Menurut Tanika dkk. (2016), menyatakan bahwa fungsi hidrologi DAS 
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dipengaruhi oleh perubahan iklim, perubahan penggunaan lahan, dan aktivitas 

manusia.  Ketiga faktor tersebut akan mempengaruhi kondisi DAS yang 

ditunjukkan oleh adanya perubahan kualitas dan kuantitas (jumlah) air.  

Perubahan kualitas dan kuantitas air akan mempengaruhi ketersedian air baik 

untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, maupun penggunaan yang lain 

seperti untuk mikrohidro. 

 

Berkaitan dengan fungsi dan karakteristik DAS bagian hulu tersebut, maka 

pengelolaan bagian hulu DAS lebih dimanifestasikan dengan pengelolaan hutan. 

Pengelolaan ini mendorong untuk melakukan adanya upaya konservasi yang 

dilakukan di daerah yang berhutan.  Menurut Rohmat (2010), upaya konservasi 

sumberdaya air dilakukan dengan cara mengendalikan aliran permukaan guna 

memperkecil daya rusak air, menampung dan menahan limpasan hujan untuk 

dimanfaatkan secara optimal dan air mempunyai kesempatan yang lebih lama 

untuk masuk kedalam tanah.  

 

Upaya konservasi tidak dapat dilakukan hanya satu pihak saja, maka perlu adanya  

kerjasama dari berbagai pihak yang terkait untuk melakukan upaya konservasi di 

daerah aliran sungai seperti pemerintah, masyarakat, pihak swasta dan LSM 

(Riska dkk., 2013).  Salah satunya dengan penerapan pembayaran jasa lingkungan 

air di daerah aliran sungai.  Hal ini akan mendorong masyarakat untuk melakukan 

upaya konservasi dengan imbal jasa yang dilakukan, dengan harapan sumber air 

tetap terjaga dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang bagi 

masyarakat. 
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2.2 Jasa Lingkungan  

 

 

2.2.1 Pengertian Jasa Lingkungan  

 

 

Sutopo (2011) menyatakan bahwa jasa lingkungan didefinisikan sebagai 

keseluruhan konsep sistem alami yang menyediakan aliran barang dan jasa yang 

bermanfaat bagi manusia dan lingkungan yang dihasilkan oleh proses ekosistem 

alami.  Hutan sebagai ekosistem alami selain menyediakan berbagai macam 

produk kayu juga menyediakan produk non kayu sekaligus juga menjadi reservoir 

besar yang dapat menampung air hujan, menyaring air yang kemudian 

melepasnya secara gradual, sehingga air tersebut bermanfaat bagi kehidupan 

manusia.  

 

Menurut Merryna (2009), jasa lingkungan adalah produk sumberdaya alam hayati 

dan ekosistemnya berupa manfaat langsung (tangible) dan manfaat tidak langsung 

(intangible).  Menurut Wulandari (2005), jasa lingkungan penting untuk 

dijalankan karena banyak orang belum mendapatkan jasa lingkungan secara layak 

(khususnya sumberdaya air) dan potensi perkembangan pemasaran jasa air di 

dunia cukup menjanjikan karena adanya permintaan pasar (52%), adanya 

peraturan pemerintah (28%), adanya penawaran (8%) dan hal lainnya (12%). 

 

 

2.2.2 Pembayaran Jasa Lingkungan  

 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) merupakan salah satu 

instrumen ekonomi sebagai bagian dari instrumen pengelolaan lingkungan  



16 

di Indonesia.  Instrumen ini dianggap memiliki beberapa kelebihan dalam hal 

memberikan sinyal yang tepat untuk perlindungan lingkungan.  Menurut Febrianti 

(2012), pembayaran jasa lingkungan adalah pembayaran dari pengguna jasa 

kepada penyedia jasa yang sudah menjaga kelestarian DAS di daerah tangkapan 

air sebagai biaya pengganti dari biaya tambahan karena rendahnya kualitas air 

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat hulu. 

 

Menurut Wunder (2005), pembayaran jasa lingkungan didefinisikan sebagai 

sebuah transaksi sukarela (voluntary) yang melibatkan paling tidak satu penjual 

(one seller), satu pembeli (one buyer) dan jasa lingkungan yang terdefinisi dengan 

baik (well defined environmental service), berlaku pula prinsip-prinsip bisnis 

hanya membayar bila jasa telah diterima.  Sebuah pembayaran jasa lingkungan 

bisa didefinisikan sebagai sebuah transaksi yang sukarela atau mengikat secara 

hukum di mana sebuah jasa lingkungan yang jelas dan bisa teridentifikasi dibeli 

oleh pembeli dari penyedia jasa lingkungan.  Pembayaran jasa lingkungan 

merupakan alat ekonomi yang dapat memberikan nilai terhadap jasa lingkungan. 

Jasa lingkungan sudah dianggap memiliki nilai ekonomi yang dapat menjadi dasar 

sistem pembayaran jasa lingkungan yang pada akhirnya memberikan manfaat 

untuk masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan (Nurfatriani, 2008). 

 

Konsep PJL didasarkan pada pemahaman bahwa lingkungan beserta segenap 

komponen didalamnya memiliki peran dalam mendukung kehidupan yang selama 

ini belum dipertimbangkan dalam sistem ekonomi.  Nilai suatu kawasan hutan 

hanya dihitung berdasarkan jumlah produksi kayu, tanpa memperhitungkan peran 

(jasa) hutan dalam pengaturan tata air, pencegahan bencana alam, sumber 
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keanekaragaman hayati, penyerapan polutan atau karbon dan penyediaan 

pemandangan yang indah.  Pengelola hutan yang menjamin tidak mengubah 

fungsi hutan dapat dianggap sebagai penyedia jasa.  Sisi lain, pihak yang 

memanfaatkan keberadaan hutan dikategorikan sebagai pengguna jasa.  Pihak  

pengguna harus membayar kepada penyedia untuk melibatkan insentif dalam 

upaya konservasi, dimana insentif ini berbasis pasar yang membawa nilai 

ekonomi hutan dan keanekaragaman hayati tersebut (Milne dan Chervier, 2014). 

 

Skema PJL ini diharapkan dapat dilaksanakan secara langsung dan akan 

menjanjikan mekanisme kompensasi, dimana para penyedia jasa lingkungan 

dapat dibayar oleh para pengguna manfaatnya, serta dapat memelihara penyediaan 

dari jasa tersebut secara berkelanjutan.  Skema PJL kepada suatu DAS yang 

berkeadaan baik, akan berkaitan dengan ketersediaan suplai air dengan kualitas 

yang terjamin.  Skema PJL ini terdiri dari pembayaran atau kompensasi langsung 

oleh para pengguna jasa-jasa di hilir kepada para penyedianya di sebelah hulu 

(Dasrizal dkk., 2012). 

 

Pengelolaan jasa lingkungan hutan dilakukan berdasarkan pada azas: 

keseimbangan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan, kemanfaatan umum, 

keterpaduan dan keserasian, kelestarian, keadilan, partisipatif, professional, 

kemandirian, transparansi dan akuntabilitas publik (Suprayitno, 2008).  Potensi  

pengembangan skema PJL diharapkan dapat menekan kerusakan hutan serta ikut 

dalam upaya konservasi sumber daya hutan (Riska dkk., 2013).  

 

Menurut Pasha dkk. (2010), dalam skema imbal jasa lingkungan, petani terutama 

yang tinggal di hulu suatu DAS, dipandang sebagai pengambil keputusan 
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penggunaan lahan dan berkontribusi sebagai penyedia jasa lingkungan 

(environmental service providers).  Melalui keputusan masyarakat, DAS dapat 

berfungsi secara baik dan menghasilkan jasa lingkungan hidrologis DAS, seperti 

kualitas dan kuantitas air yang baik dan sehat atau sebaliknya.  Hutan sebagai 

ekosistem alami selain menyediakan berbagai macam produk kayu juga 

menyediakan produk non kayu sekaligus juga menjadi reservoir besar yang dapat 

menampung air hujan, menyaring air yang kemudian melepasnya secara gradual, 

sehingga air tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. 

 

 

2.2.3 Produk Jasa Lingkungan 

 

 

Produk jasa lingkungan merupakan hasil jasa yang berasal dari suatu ekosistem 

atau hutan.  Produk jasa lingkungan yang dihasilkan antara lain jasa wisata alam 

(rekreasi), jasa perlindungan tata air (hidrologi), kesuburan tanah, pengendalian 

erosi dan banjir, keindahan, keunikan, keanekaragaman hayati, penyerapan dan 

penyimpanan karbon.  Menurut (Wunder, 2005) produk jasa lingkungan hutan 

atau kawasan konservasi dibagi ke dalam empat kategori, yaitu. 

1.  Penyerap dan penyimpanan karbon (carbon sequestration and storage) 

2. Perlindungan keanekaragaman hayati (biodiversity protection) 

3. Perlindungan daerah aliran sungai (watershed protection) 

4. Keindahan bentang alam (landscape beauty)  

 

Produk-produk tersebut, dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingan 

didalam kehidupan.  Umumnya, produk jasa lingkungan yang dimanfaatkan dalam 

kehidupan sehari-hari salah satunya adalah penggunaan air.  Dewasa ini 
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penggunaan air sangat harus diperhatikan, karena kualitas air dapat menurun 

dikarenakan banyak faktor.  Menurut Lusiana dkk. (2008), menyatakan bahwa 

kualitas air di Kapuas Hulu berkaitan dengan polusi dan kekeruhan air yang 

disebabkan oleh erosi dan sedimentasi.  Selain itu, menurut Umar (2012), 

menyatakan bahwa siklus hidrologi dapat terganggu akibat penggunaan lahan 

yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi menyebabkan seringnya terjadinya 

longsor dan erosi. Oleh karena itu, perlu adanya penjagaan atas produk jasa 

lingkungan tersebut. 

 

 

2.3 Kesediaan Membayar (WTP) 

 

 

Willingness to Pay (WTP) merupakan salah satu bentuk penilaian ekonomi yang 

dilakukan dengan melihat kesediaan membayar dari para individu untuk 

memperbaiki kesehatan mereka akibat kerusakan lingkungan.  Menurut Quevedo 

dkk. (2009), kesediaan membayar adalah metode survei yang menyajikan orang 

yang diwawancarai dengan skenario hipotetis tentang intervensi tertentu atau 

program spesifik yang ingin dievaluasi.  Pendekatan WTP ini pada hakekatnya 

mencari penilaian individual mengenai peningkatan atau penurunan pengeluaran 

biaya terhadap perbaikan kualitas lingkungan.  Di satu sisi, kesediaan membayar 

dipengaruhi pula oleh tingkat pendapatan masyarakat, sedangkan kesediaan untuk 

menerima kerusakan lingkungan bersifat tidak terbatas.  

 

Dampak sosial-ekonomi merupakan dampak kerusakan (pencemaran) lingkungan 

yang mengakibatkan meningkatnya alokasi biaya yang digunakan untuk 

mengatasi dampak kerusakan tersebut atau alokasi biaya yang digunakan untuk 
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mengatasi dampak gangguan kesehatan akibat kerusakan lingkungan. Contoh 

peristiwa tersebut seperti seseorang yang menderita sakit kulit akibat terkena 

dampak polusi air akan mengalokasikan biaya kesehatan (untuk menyembuhkan 

penyakitnya) lebih besar daripada biaya kesehatan disaat tubuhnya sehat.  

Mempertimbangkan perkiraan WTP yang valid untuk mengembangkan strategi 

penetapan harga yang optimal (Breidert dkk., 2006).  Selain itu, pendapatan juga 

akan sangat berpengaruh terhadap kesediaan membayar, dikarenakan pendapatan 

yang mencukupi dan memadai akan menambah ketersediaan yang akan 

dibayarkan. Menurut Saptutiyaningsih (2007), menyatakan bahwa semakin tinggi 

pendapatan seseorang maka akan mendorong untuk meningkatkan kualitas 

kesehatannya melalui pemeliharaan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya.  

Oleh karena itu, dengan meningkatnya pendapatan, maka orang cenderung ingin 

membayar lebih tinggi untuk memperbaiki kualitas lingkungan tempat tinggalnya. 

 

Menurut Afifah dkk. (2013), masyarakat Kerandangan bersedia membayar untuk 

jasa lingkungan yang masyarakat manfaatkan dan ingin melakukan upaya 

konservasi penjagaan sumber daya air dan supply air.  Keinginan membayar dari 

pelanggan air di Kerandangan bervariasi mulai dari Rp 2.000 /bulan/pelanggan - 

Rp 20.000,00 /bulan/pelanggan.  Menurut Sabri dan Amelia (2016), juga  

menyatakan bahwa masyarakat Kecamatan Merawang juga bersedia membayar 

sebesar Rp. 73.378,00/bulan  untuk memenuhi kebutuhan air didalam kehidupan 

sehari-hari. 
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2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai WTP PJL Air 

 

 

Nilai WTP merupakan nilai dari keteresediaan masyarakat atau responden dalam 

membayar terhadap sesuatu.  Hal ini, tentu ada beberapa hal atau faktor yang 

mempengaruhi dari nilai tersebut.  Faktor-faktor yang mempebngaruhi sama 

halnya pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Merryna (2009), menunjukan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan responden terhadap PJL 

sebagai upaya konservasi mata air Cirahab adalah penilaian terhadap kualitas air, 

jumlah kebutuhan air, dan jarak rumah ke sumber air.  Selain itu, hasil penelitian 

Saptutyningsih (2007)  mengatakan lain, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

nilai WTP adalah gender dan keberadaan anak di dalam rumah tangga, 

pendapatan, aktifitas,  berpengaruh terhadap WTP untuk perbaikan kualitas air 

sungai Code di Kota Yogyakarta. Apabila pendapatan meningkat sebesar 1 rupiah 

maka WTP akan naik sebesar 0,0005 rupiah, dengan asumsi variabel lain 

dianggap konstan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi 

keinginan untuk memperbaiki kesehatan melalui perbaikan kualitas lingkungan 

khususnya kualitas air Sungai Code.  

 

Menurut Sandhyavitri dkk. (2016), besarnya biaya yang mau dibayarkan 

(willingness to pay) dipengaruhi oleh dua faktor sosial ekonomi dari hasil survei 

yaitu (i) jumlah anggota keluarga, dan (ii) besarnya jumlah pendapatan keluarga. 

Menurut Afifah dkk. (2013), faktor-faktor yang berpengaruh pada kesediaan 

membayar adalah kondisi perekonomian dengan melihat pendapatan masyarakat 

dan tingkat kepuasan terhadap penggunaan air dengan melihat persepsi 

masyarakat terhadap kualitas dan kuantitas air yang didapatkan oleh masyarakat.  
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Menurut Ladiyance dan Yuliana (2012), variabel-variabel yang berpengaruh 

signifikan terhadap kesediaan membayar masyarakat Bidaracina adalah 

pendidikan, pengetahuan, status kepemilikan rumah dan pendapatan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, indikator-indikator yang digunakan pada 

penelitian Merryna (2009) disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Indikator pengukuran nilai WTP yang dikembangkan oleh Merryna 

(2009) 

 

 

No Variabel Definisi Operasional Skala Pengukuran 

1 Jenis Kelamin 

Responden 

Kepala keluarga atau jenis 

kelamin laki-laki pengambil 

keputusan 

Dibedakan menjadi:  

a) Laki-laki 

b) Perempuan 

 

2 Tingkat Usia 

Responden 

Usia mencerminkan 

kedewasaan dalam mengabil 

keputusan 

Dibedakan menjadi: 

a. 21-27 tahun 

b. 28-34 tahun 

c. 35-41 tahun 

d. 56-62 tahun 

e. 63-69 tahun 

 

3 Tingkat Pendidikan 

Formal Terakhir  

Suatu kondisi jenjang 

pendidikan yang dimiliki oleh 

seseorang melalui pendidikan 

formal yang dipakai 

pemerintah serta disahkan oleh 

kementerian pendidikan dan 

kebudayaan 

 

Dibedakan menjadi : 

a. Tidak sekolah 

b. SD 

c. SMP 

d. SMA 

e. PT  

4 Jenis Pekerjaan Pekerjaan yang dilakukan oleh 

responden untuk mendukung 

data pemakaian air 

Dibedakan menjadi : 

a. Pabrik 

b. Pedagang 

c. ibu rumah tangga 

d. petani 

e. kuli bangunan 

f. wiraswasta 
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Tabel 1. (lanjutan) 

 

 

No Variabel Definisi Operasional Skala Pengukuran 

5 Rata-rata Pendapatan Pendapatan mengenai hasil 

panen responden selama satu 

tahun dan pemasukan lainnya 

Dibedakan menjadi: 

a. < Rp.750.001,00 

b. Rp.750.001,00 – 

Rp.2.450.000,00 

c. Rp.2.450.001,00 - 

Rp.4.150.000,00 

d. Rp.4.150.001,00 – 

Rp.5858.000,00 

e. > Rp.9.250.000,00 

 

6 Jumlah Tanggungan Jumlah anggota kluarga yang 

masih dalam tanggungan 

keluarga 

Dibedakan menjadi: 

a. 1—2  

b. 3—4  

c. 5—6 

d. 7—8 

e. 9—10 

f. 11—12 

g. 13—14  

Sumber : Meryyna, 2009 

 

Indikator-indikator yang digunakan pada penelitian Saptutyaningsih (2007) untuk 

mengetahui nilai kesediaan membayar dari masyarakat untuk ketersediaan air 

bersih disajikan pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Indikator pengukuran nilai WTP yang dikembangkan oleh 

Saptutyaningsih (2007) 

 

 

No Variabel Definisi Operasional Skala Pengukuran 

1 Jenis Kelamin 

Responden 

Kepala keluarga atau jenis 

kelamin laki-laki pengambil 

keputusan 

Dibedakan menjadi:  

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

 

2 Lama Tinggal Usia mencerminkan 

kedewasaan dalam mengabil 

keputusan 

Dibedakan menjadi: 

a. 21-27 tahun 

b. 28-34 tahun 

c. 35-41 tahun 

d. 56-62 tahun 

e. 63-69 tahun 
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Tabel 2. (lanjutan) 

 

 

No Variabel Definisi Operasional Skala Pengukuran 

3 Level Kualitas Air suatu keadaan air sungai 

sejauh mana dapat digunakan 

atau dikonsumsi oleh 

masyarakat di sekitarnya untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-

hari baik untuk diminum, 

digunakan untuk mandi atau 

mencuci, ataukah ikan dapat 

bertahan hidup di sungai 

tersebut. 

 

Dibedakan menjadi : 

a. Tidak berpolusi 

b. Sangat berpolusi 

c. Sangat berpolusi 

tetapi dapat 

diperbaharui. 

4 Ada/tidaknya aktifitas Pekerjaan yang dilakukan oleh 

responden untuk mendukung 

data pemakaian air 

 

Dibedakan menjadi : 

a. Ada 

b. Tidak ada 

5 Rata-rata Pendapatan Pendapatan mengenai hasil 

panen responden selama satu 

tahun dan pemasukan lainnya 

Dibedakan menjadi: 

a. < Rp.750.001,00 

b. Rp.750.001,00 – 

Rp.2.450.000,00 

c. Rp.2.450.001,00 - 

Rp.4.150.000,00 

d. Rp.4.150.001,00 – 

Rp.5858.000,00 

e. > Rp.9.250.000,00 

 

6 Keberadaan anak Jumlah anggota kluarga yang 

masih dalam tanggungan 

keluarga 

Dibedakan menjadi: 

a. Tidak ada 

b. 1—2  

c. 3—4  

d. 5—6  

Sumber : Saptutyningsih (2007) 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

 

 

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Batu Putuk, Kecamatan Teluk Betung Barat, 

Kota Bandar Lampung yang merupakan daerah hulu yang  memanfaatkan produk 

jasa lingkungan air di DAS Way Betung secara langsung yang mengalir dari 

Tahura WAR (Gambar 3).  Pemilihan lokasi penelitian didasarkan dengan batasan 

penelitian kesediaan membayar dari rumah tangga non-PDAM.  Waktu penelitian 

dilaksanakan pada bulan Agustus  2017.   

 

 

 
 

 

Gambar 3. Peta Lokasi Penelitian. 



26 

 

3.2  Alat dan Obyek Penelitian  

 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain alat tulis, laptop, panduan 

wawancara/ kuisioner, serta kamera.  Obyek penelitian yang dikaji adalah 

masyarakat Kelurahan Batu Putuk, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar 

Lampung yang memanfaatkan air secara langsung dari DAS Way Betung.   

 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data  

 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  

Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan responden di lokasi 

penelitian melalui kuisioner.  Data primer yang dikumpulkan meliputi: 

karakteristik responden dan respon responden terhadap seberapa besar nilai WTP 

PJL air.  Hal ini berkaitan dengan mekanisme pembayaran jasa lingkungan yang 

dimanfaatkan oleh  responden sehingga mendorong masyarakat penyedia jasa 

lingkungan air untuk melakukan upaya konservasi terhadap lahan yang ada di 

Tahura WAR. 

 

Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai 

instansi pemerintah di lokasi penelitian terkait dengan program pembayaran jasa 

lingkungan di lokasi penelitian.  Data sekunder yang dikumpulkan meliputi data 

jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga dan gambaran umum Kelurahan Batu 

Putuk, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. 
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3.4 Metode Pengambilan Sampel  

 

 

Pengambilan sampel pada penelitian dilakukan pada responden/masyarakat yang 

memanfaatkan air way betung di Kelurahan Batu Putuk Kecamatan Telukbetung 

Kota Bandar Lampung dengan menggunakan purposive sampling.  Responden 

dipilih sesuai dengan tujuan peneliti yang ingin meneliti masyarakat yang 

memanfaatkan air di daerah aliran sungai Way Betung tanpa menggunakan 

PDAM.  Jumlah masyarakat di Kelurahan Batu Putuk, Kecamatan Teluk Betung 

Barat, Kota Bandar Lampung sebanyak 1504 KK (Kelurahan Batu Putuk, 2017).  

Batas eror yang digunakan pada penelitian ini adalah 15% karena batas eror 15% 

dianggap sudah cukup mewakili dengan keadaan penduduk Kelurahan yang 

homogen.  Berdasarkan formula Slovin (Arikunto, 2011), maka didapatkan 

jumlah responden pada penelitian ini yaitu: 

𝑛 =
𝑁

𝑁(𝑒)2 + 1
 

Keterangan:  

n  = jumlah sampel 

N  = jumlah populasi 

e  = batas error 15 % 

1  = bilangan konstan 

 

 

𝑛 =
1504

1504(15%)2 + 1
 

 

𝑛 =
1504

1504(0,0225) + 1
 

 

𝑛 =
1504

33,84 + 1
 

 

𝑛 =
1504

34,84
 

 

𝑛 = 43,168… ≈ 43 responden 
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Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode proportionate 

stratified simple random sampling, yaitu pengambilan sampel dari anggota 

populasi secara acak dan berstrata secara proporsional.  Hal ini dikarenakan 

Kelurahan Batu Putuk  terdiri dari 3 lingkungan yang jumlah sub populasinya 

tidak sama (Tabel 3), sehingga untuk mendapatkan sampel digunakan rumus 

sebagai berikut (Noor, 2011): 

𝑛𝑖 =
𝑁𝑖

𝑁
× 𝑛 

Keterangan:  

n  = banyaknya sampel 

ni  = banyaknya sampel ke-i 

N  = banyaknya populasi rumah tangga 

Ni  = banyaknya populasi ke-i 

 

 

Tabel 3. Jumlah responden masing-masing wilayah (lingkungan) 

 

 

No Wilayah Jumlah KK Jumlah Sampel 

1 Lingkungan I 311 9 

2 Lingkungan II 582 17 

3 Lingkungan III 611 17 

Total  1504 43 

 

 

 

3.5 Metode Pengolahan dan Analisis Data 

 

 

Data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian dianalisis secara kualitatif 

dan kuantitatif dengan metode deskriptif dan model kuantitatif.  Pengolahan dan 

analisis data kuantitatif dilakukan secara bertahap dimulai dengan 

pengelompokkan data, perhitungan, dan tabulasi data.  Data yang ditabulasi 

dipersiapkan sebagai input komputer sesuai dengan model yang digunakan.  

Perhitungan dengan model analisa dilakukan dengan bantuan komputer.  Proses 

pengolahan data dilakukan dengan program software Minitab 17.   
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Matriks metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan-tujuan dalam 

penelitian ini disajikan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Matriks Metode Analisis Data 

 

 

 

 

 

1. Analisis Kesediaan Membayar (WTP) pada Mekanisme Pembayaran 

Jasa Lingkungan Air Masyarakat 

 

 

Metode untuk mengetahui nilai WTP PJL air masyarakat dalam penelitian ini 

adalah dengan menghitung nilai rataan WTP PJL air dan menghitung total WTP 

PJL air. 

 

 

a. Memperkirakan Nilai Rataan WTP PJL Air 

 

 

Nilai rata-rata yang akan dikeluarkan oleh responden yang bersedia membayar 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini (Dhaniswara, 2014 ) : 

𝐸𝑊𝑇𝑃 =
∑ 𝑊𝑖𝑛
𝑖=1

n
 

 

No Tujuan Penelitian Sumber Data Metode Analisis 

Data 

1 Menentukan dana insentif yang 

bersedia dibayarkan masyarakat 

terhadap pembayaran jasa 

lingkungan air 

Kuisioner dan 

wawancara 

mendalam dengan 

masyarakat yang 

menjadi responden 

dalam penelitian 

 

Perhitungan nilai 

WTP PJL air 

 

2 Menetapkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai WTP PJL air 

Kuisioner dan 

wawancara 

mendalam dengan 

masyarakat yang 

menjadi responden 

dalam penelitian 

Analisis regresi 

linear 

berganda dengan 

Minitab 17 
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Keterangan : 

EWTP   = rata-rata nilai WTP masyarakat 

Wi  = besar WTP yang bersedia dibayarkan 

i   = responden yang bersedia membayar 

n   = jumlah responden 

 

 

b. Menghitung nilai total WTP PJL air 

 

 

Setelah menduga nilai rataan WTP maka selanjutnya diduga nilai total WTP dari 

responden dengan menggunakan rumus (Dhaniswara, 2014) : 

TWTP =∑𝑊𝑇𝑃𝑖 (
𝑛𝑖

𝑁
) P

𝑛

𝑖=1

 

Keterangan : 

Σ TWTP  = total WTP 

WTPi   = WTP individu sampel ke-i 

ni   = jumlah sampel ke-i yang bersedia membayar sebesar WTP 

N   = jumlah sampel 

P   = jumlah populasi per 3 tahun terakhir 

i   = responden ke-i yang bersedia membayar (i = 1,2,…, n) 

 

 

 

2. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai WTP PJL Air 

 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai WTP PJL air dapat diketahui dengan 

analisis dengan model regresi linier berganda menggunakan software Minitab 17.  

Analisis regresi linear berganda merupakan pengembangan dari analisis regresi 

sederhana, yang memiliki kegunaan untuk meramalkan nilai pengaruh dua atau 

lebih variabel bebas (X) terhadap satu variabel terikat (Y).  Persamaan regresi 

linear berganda dirumuskan sebagai berikut (Rusman,2014) : 

Yi = a + b1X1+b2X2+…+bn X n 
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Keterangan : 

Y   = WTP responden ke-i 

A  = konstanta 

b1,b2  = koefisien regresi 

X1,X2  = variabel bebas 

 

Indilkator atau variabel-variabel  pengukuran nilai WTP yang digunakan dapat 

dilihat pada Tabel 5 dan fungsi persamaan regresi untuk menentukan nilai WTP 

sebagai berikut (Saptutyaningsih, 2007; Merryna, 2009 dan Sandhyavitri,2016). 

 

WTP=f([JK]i,[UMUR]i,[PDPT]i,[JTGG]i,[D_SD]i,[D_SMP]i,[D_SMA]i,[D_PT]

i,[D_PTN]i,[D_PNS]i,[D_PDGG]i,[D_BURUH]i,[TMBH]i,[JKBTH]i,[

KA]i,[SAM]) 

 

keterangan: 

[WTP]i =nilai WTP responden (rupiah/bulan) 

[JK]i  = jenis kelamin 

[UMUR]i = umur (tahun) 

[PDPT]i  = tingkat pendapatan rumah tangga(rupiah/tahun) 

[JLTGG]i  = jumlah anggota keluarga yang masih dalam tanggungan kepala  

    keluarga dalam 1 rumah (orang) 

[D1_SD]i = Sekolah Dasar 

[D1_SMP]i  = Sekolah Menengah Pertama 

[D1_SMA]i  = Sekolah Menengah Atas 

[D_PT]i = Perguruan Tinggi 

[D_PTN]i = petani 

[D_PNS]i, = Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

[D_PDGG]I = pedagang 

[D_BURUH]i, = buruh  

[TMBH]I = ada atau tidak Penghasilan tambahan selain kepala keluarga 

[KA]i = kualitas air (sangat baik, baik, biasa, kotor, sangat kotor) 

[JKBTH]i  = jumlah kebutuhan air (liter) 

[SAM]I, = sumber air minum (air pipa, AMDK,sumur) 

i  = responden ke-i yang bersedia membayar (i=1,2,.., k) 
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Tabel 5. Indikator pengukuran nilai WTP berdasarkan pengembangan oleh 

Saptutyaningsih (2007), Merryna (2009) dan Sandhyavitri (2016) yang 

telah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian 

 

 

No Variabel Definisi Operasional Skala Pengukuran 

1 Jenis kelamin Kepala keluarga merupakan 

seseorang yang mengambil 

keputusan dalam suatu rumah 

tangga 

 

Dibedakan menjadi: 

a. laki-laki 

b. perempuan 

2 Tingkat usia 

responden (umur) 

Usia mencerminkan 

kedewasaan dalam mengambil 

keputusan 

Dibedakan menjadi: 

a. 18—35 tahun 

b. 35—60 tahun 

c. >60 tahun 

 

3 Tingkat pendidikan 

formal terakhir  

Suatu kondisi jenjang 

pendidikan yang dimiliki oleh 

seseorang melalui pendidikan 

formal yang dipakai 

pemerintah serta disahkan oleh 

kementerian pendidikan dan 

kebudayaan 

 

Dibedakan menjadi : 

a. tidak sekolah 

b. SD 

c. SMP 

d. SMA 

e. PT  

4 Rata-rata pendapatan Pendapatan mengenai hasil 

panen responden selama satu 

tahun dan pemasukan lainnya 

seperti gaji dan upah lainnya. 

Dibedakan menjadi: 

a. < Rp.1.500.000,00 

b. Rp.1500.001,00 – 

Rp.2.500.000,00 

c. Rp.2.500.001,00 - 

Rp.3.500.000,00 

d. > Rp.3.500.000,00 

 

5 Jenis pekerjaan 

 

 

Pekerjaan yang dilakukan oleh 

responden untuk mendukung 

data pemakaian air 

Dibedakan menjadi : 

a. D_Petani 

b. D_PNS 

c. D_Pedagang 

d. D_Buruh 

e. Lainnya 

 

6 Kualitas air  suatu keadaan air sungai yang 

dapat digunakan atau 

dikonsumsi oleh masyarakat di 

sekitarnya untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. 

 

Dibedakan menjadi : 

a. sangat baik 

b. baik  

c. biasa 

d. kotor 

e. sangat kotor 

 

7 Ada/tidaknya 

pendapatan tambahan 

Pekerjaan yang dilakukan oleh 

responden untuk mendukung 

data pendapatan rumah tangga 

Dibedakan menjadi : 

a. ada 

b. tidak ada 
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Tabel 5. (lanjutan) 

 

 

No Variabel Definisi Operasional Skala Pengukuran 

8 Jumlah tanggungan Jumlah anggota kluarga yang 

masih dalam tanggungan 

keluarga 

Dibedakan menjadi: 

a. 1—2  

b. 3—4  

c. 5—6  

 

9 Sumber air minum Sumber air minum yang 

berlangganan akan terbiasa 

mengeluarkan dana/uang 

untuk kepentingan air minum 

sehari-hari 

 

Dibedakan menjadi: 

a. air pipa 

b. AMDK 

c. sumur 

10 Jumlah kebutuhan air 

sehari-hari 

Jumlah konsumsi perhari 

menunjukan jumlah kebutuhan 

sehari-hari terhadap air.  

Dibedakan menjadi: 

a. 40—100 l 

b. 101—190 l 

c. 191—240 l  

 

 

 

Adapun alasan penggunaan variabel-variabel pada penelitian ini sebagai berikut. 

1. Jenis kelamin 

 

Kepala keluarga merupakan seseorang yang mengambil keputusan dalam suatu 

rumah tangga. Biasanya dalam suatu keluarga orangtua laki-laki (bapak) dalam 

mengambil keputusan. Maka akan mempengaruhi dalam menentukan kesediaan 

membayar (Afifah dkk., 2013).  

 

2. Tingkat usia 

 

Usia mencerminkan kedewasaan dalam mengambil keputusan. Semakin dewasa 

seseorang tersebut maka akan semakin baik juga orang tersebut dalam mengambil 

keputusan. Usia produktif manusia adalah 15-64 tahun, ketika manusia berada 

dalam rentang usia tersebut maka manusia dapat bekerja dengan baik, tetapi pada 

saat usia kurang dari 15 tahun atau lebih dari 64 tahun maka sudah tidak lagi 

dalam usia produktif (Kurnianingtyas, 2009). 
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3. Tingkat Pendidikan Formal 

 

Interpretasi tingkat pendidikan responden adalah semakin tinggi tingkat 

pendidikan responden maka akan mempengaruhi peluang kesediaan responden 

untuk membayar pembayaran jasa lingkungan (Afifah dkk., 2013).  

 

4. Rata-rata pendapatan  

 

Interpretasi rata-rata pendapatan adalah semakin tinggi tingkat pendapatan 

responden maka akan mempengaruhi responden untuk melakukan pembayaaran 

jasa lingkungan (Afifah dkk., 2013). 

 

5. Jenis pekerjaan  

 

Pekerjaan dari kepala keluarga akan mempengaruhi pendapatan dari rumah tangga 

tersebut. Apabila pekerjaannya mendapatkan penghasilan yang tinggi maka akan 

mempengaruhi responden untuk membayar pembayaran jasa lingkungan. 

 

6. Kualitas air  

 

Interpretasi penilaian kualitas air adalah semakin baik penilaian kualitas air oleh 

responden maka akan mempengaruhi peluang kesediaan responden dalam 

membayar pembayar jasa lingkungan (Shandiyavitri dkk., 2016).  

 

7. Ada tidaknya Pendapatan Tambahan  

 

Didalam suatu keluarga ada bapak, ibu dan anak, pada umumnya yang mencari 

nafkah adalah bapak, sehingga pekerjaan bapak adalah pekerjaan utama. Apabila 

dalam suatu keluarga banyak yang bekerja maka pendapatan keluarga akan 

meningkat. Semakin banyak yang bekerja dalam suatu rumah tangga maka, akan 

memepengaruhi  kesediaan responden dalam pembayaran jasa lingkungan. 
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8. Jumlah Tanggungan  

 

Interpretasi jumlah pengguna air dalam rumah tangga adalah semakin banyak 

pengguna maka diduga akan mempengaruhi peluang responden dalam 

kesediaannya membayar pembayaran jasa lingkungan.  

 

9.  Sumber Air Minum 

 

Air minum merupakan kebutuhan sehari-hari. Apabila sumber air minum 

didapatkan dengan membeli maka responden akan merasa air minum sangat 

nempengaruhi pengeluaran sehari-hari dalam memenuhi kebutuhannya 

dibandingkan denga yang tidak membeli. Maka sumber air minum diduga 

mempengaruhi kesediaan responden dalam memebayar pembayaran jasa 

lingkungan (Shandiyavitri dkk., 2016). 

 

10. Jumlah kebutuhan air 

 

Interpretasi jumlah kebutuhan air adalah jika jumlah kebutuhan air untuk rumah 

tangga semakin besar maka mempengaruhi peluang kesediaan responden untuk 

membayar pembayaran jasa lingkungan sebagai upaya konservasi (Afifah dkk., 

2013). 



 

 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut.  

1. Nilai dugaan rataan WTP PJL air di Kelurahan Batu Putuk adalah Rp. 

22.790,00/bulan dan nilai total WTP PJL air yang diperoleh adalah sebesar 

34.276.160,00/bulan atau  Rp. 411.313.920,00/tahun. 

2. Faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap nilai WTP PJL air adalah 

pekerjaan dan kualitas air.  

 

 

5.2 Saran 

 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian maka dapat disarankan. 

1. Diperlukan suatu pendekatan terhadap masyarakat mengenai mekanisme PJL 

yang akan dilakukan dan penyebaran informasi mengenai dampak positif dan 

negatif dari diberlakukannya kebijakan PJL. 

2. Perlunya penelitian lebih lanjut terkait dengan pembayaran jasa lingkungan 

terutama penelitian nilai kesediaan membayar (WTP) dari pemanfaat jasa 

lingkungan air seperti perusahaan ataupun bidang usaha lainnya yang 

menggunakan jasa lingkungan air Tahura WAR secara terus menerus  
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dengan volume yang cukup besar agar mengetahui nilai WTP maksimal dari 

pengguna manfaat jasa lingkungan air di Tahura WAR. 

3. Diharapkan program PJL ini segera terealisasi agar dana PJL dapat membantu 

untuk pengelolaan Tahura WAR dan kehidupan perekonomian masyarakat 

pengelola dan sekitar hutan, karena nilai WTP di Kelurahan Batu Putuk cukup 

besar untuk rehabilitasi Taman Hutan Raya WAR. 
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